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RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING
SURAT TERCATAT
Nomor ;: 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby

Pada hari ini SENIN tanggal 4 SEPTEMBER 2023, saya Yadi Supriyono, SH.MH. Jurusila
pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk

meiaksanakan pekerjaan ini;
TELAH MENYERAHKAN KEPADA :

DRA. Wiwiek Retno Lukitaningsih, terakhir diketahui beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 49,
Surabaya, vang saat ini tidak diketahui laai alamat tempat
tinggainya, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbantah lll / Turut Terbanding lII;

Memori Banding terianggal 15 Agustus 2023 yang diajukan ocleh Dr. Budi Kusumaning Atik,
SH.MH. dkk, Advokat dan Pengacara, yang beralamat dan berkantor di Jalan Raya Margorejo 12D
Surabaya, dalam hal ini selaku kuasa dari Ong, Suhadi Wijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama PT. Cinderella Vila Indonesia, beralamat di Jalan Tanjungsari No.20 Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tangoal 08 Aaustus 2023, dahulu sebagai Terbantah sekarang Pembanding,
terhadap Pulusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juli 2023 Nomor
19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby. dalam perkara antara

PT. Cinderelia Vila indonesia dahulu sebagai Terbantah sekarang Pembanding;
Lawan
PT. Muara Bayu Sejahtera Utama, Dkk. Dahulu Pembantah, Para Turut Terbantah sekarantg
Terbanding, Para Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk
ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat,

Kepadanya saya jelaskan bahwa, bahwa terhadap memori banding tersebut dapat dijawab
secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri/kuasanya yang sah serla digjukan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara dikiim ke Pengadilan Tinggi
Surabaya.

Penyerahan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas penyerahan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang memberitahu /
Jurusita ,

adi Supriyono, SH.MH.
. 196509301986031002
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Suvabava, 15 Agmsins 2021

Repada Yang Terhorma

Bapak Ketialengadilan iygegn Jawa i
Melaluketual'engadilan Negen Sutabaya
I

St .ih'.\:;.t

CPenhal - Memon Banding

Denganhormat.
Yang bertandiangan di bawahim:

b Nama D, BUDE KUSUMANING ATIKSILMI
Fempar - Tanggal Lalir Bansuwangi, 24 Septenber 1960
(BT 03 b
Jemis Kelamn s Perempiin
A - Kristen Protestan
Witrga Negan) - Indonesia
Abwm I SedosermoAardas 2h7 167, Surabaya
Pekerpnn s Advokin
Status Kawmn  Kawm
Pendhdikan S
Fangealmulnberlahunys KTPA © 15 Februan 1986
Tanggalberakmya KTPA ;31 Desember 2024
2 Nama “MALVIN REYNALDL SH, MH
Fempat © Tanggal Lalur Jakarta, 1 M 1982
L mur 1 talum
Jemis Kelamin s Laka-laka
Aginm - Krsten Protestan
Warga Negara Indonesia
Al - ApurtemenWaterplace Tower B OSAQS, Surabaya
Pekerjum - Advoka
Stitus Kawin Kawim

Pendidikian N2



Tangeal mulai berlakunya KTPA : 5 November 2010
Tanggal berakhimva KTPA : 31 Desember 2024

3. Nama : RISKA YOURINA, SH, MH
Tempat ' Tanggal Lahir : Malang, 16 Juni 1987
Umur : 36 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Knisten Protestan
Warga Negara : Indonesia
Alamat - J1. Surak No. 12, Malang
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Kawin
Pendidikan + 52

Tanggal mulai beriakunya KTPA : 20 Maret 2013
Tanggal berakhimya KTPA  : 31 Desember 2024

Advokat dan Pengacara vang beralamat dan berkantor di Jalan Raya Margorejo 12 D Surabaya,
sesuai dengan surat Kuasa tertangeal 8 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak selaku kuasa
dan:

Nama : ONG, SUHADI WIJAYA, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT CINDERELLA VILA
INDONESIA

Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya. 15 Februari 1958

Umur : 65 whun

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Agama : Kristen

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Darmo Green Garden C-22, Surabaya

Pekerjaan/Jabatan : Direktur

Status Kawin : Kawin

yang selanjutnya disebut sebagai .............. PEMOHON BANDING dahulu TERLAWAN.

MELAWAN

I. PT. MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA sebagai TERMOHON BANDING dahulu
PELAWAN

2. P1.EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT PANDAWA sebagai TURUT TERMOHON
BANDING Idahulu TURUT TERLAWAN |

3. RACHMAD BAKTI sebapar TURLT TERMOHON BANDING |l dahuly TURUE
TERLAWAN I



DRA. WIWIEK RETNO LUKITANINGSIH sebagai TURUT TERMOHON BANDING

1 dahulu TURUT TERLAWAN [1I

KUKUH BUDI RACHMAN sebagai TURUT TERMOHON BANDING [V dahulu

TURUT TERLAWAN IV

6. RINI RETNO SETYOWATI scbagai TURUT TERMOHON BANDING V dahulu
TURUT TERLAWAN V

7. SRI WAHYU UTAMA HANDAYANTI sehagai TURUT TERMOHON BANDING VI
dahulu TURUT TERLAWAN V]

PEMOHON BANDING dengan ini mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan
Negen Surabaya No. 19PdiBth/2023/PN Shy... tanggal 27 Juli 2023 vang amar putusannya
sehagai bernkut:

MENGADILI

DALAM PROVIST -

Menolak tuntutan Provisi duri Pembantah ;

DALAM POKOK PERKARA :

B, 80N

Pl

L1

Mengubulkan buntahan Pembantah untuk sebagiun ;
Menvatakan Pembantah Eksekusé adalal Pembantak vang Baik dan Benar,
Menyvatakan Pembantah sehagai Pembeli yang beritikud haik:
Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikar Akta No. 37 tanggal 9
November 2017 vang dibuat di hadapan Edhi Susanto, S H., M H . Notaris dan PPAT
di Kota Surabaya.
Menyatakan Pembaniah adaluh pemilik yang sah atas Objek Sengketa yakni sebidang
tanah seluas 25 D00 MF (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan
Tanjungsari Nomor 73 - 75, Asemrowo. Kota Surabaya.
Menyutakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku Penetupan Pengadilan Negeri
Surabaya No 6/EKS2006 PN Shy Jo. Na 191'Pdi. G 2006 PX.Shy Jo. No. 569
Pdt Plw 2006 PN Shy Jo No 32 Pdt 2008 PT Shy Jo No 2393 K'Pdt 2008 Jo. No,
273 PKPdi 2011 Jo. No. 709 PK Pt 2020 tanggal 16 Desember 2021, berikut dengan
penelapan-penelapan lanjutannva,
Menvatakan Relaas Panggilan (Aanmaning) Ne. 36 EKS 2006 PN Shy Jo. No
19/ PdLG2006PNShy  Jo. No 369 PdiPlw 2006 PNShy  Jo.  No
32:Pde 2008 PT Shy Jo. No. 2595 K Pdt 2008 Jo No 273 PK Pdr2011 Jo. No 709
PK/Pde: 2020 tanggal 31 Desember 2021 riduk berkekuatan hukum.
Menghukum Terbantah dan Para Turut Terbantah untuk tanduk dan patuh terhadap isi
putusan dalam perkara buntahan ini;



9. Menyatakan Putusan dalum perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun
ada upava hukum Verzet, Bunding maupun Kasasi,
10, Menghukum Terbantah untuk memhayvar biaya vang timbul dalam perkara ini sehesar
Rp 14 495 000,00 tEmpat belas juta empat ratus sembilan puduh lima ribu rupiah),
I1. Menolak bantahan Pembantah wntuk selain dan selebihnya

Bahwa keberatan PEMOHON BANDING didasarkan atas hal - hal sebagai berikut:

I. Bahwa pokok sengketa dalam perkara aguo adalah untuk menentukan apakah
TERMOHON BANDING / PELAWAN adalah pembeli vang beritikad baik di mata
hukum. vang untuk menjawabnya terdapat 3 (niga) 1su utama. yaitu ©

1.) Apakah TERMOHON BANDING / PELAWAN memiliki Legal Standing yang
dipersyaratkan oleh hukum sebagai dasar dalam melakukan Perlawan Pihak
Ke -3 (Derden Verzen)?

Dasar Hukum / batu uji vang sepatutnya digunakan terkait hal ini adalah SEMA No.
7 tahun 2012 Jo. SEMA No. 3 tahun 2018, yang mengatur bahwa Derden Verzet atas
sengketa lanah. hanya dapat diajukan berdasarkan Pasal 195 avat (6) Jo. Pasal 208
HIR. karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik. Hak Guna Bangunan, Hak Guna
Usaha. Hak Pakai dan Huk Gadar Tanah),

Apabila SEMA No. 7 tahun 2012 Jo. SEMA No. 3 1ahun 2018 vang digunakan
sebagar dasar Hukum / batu upi, maka akan didapati bahwa TERMOHON BANDING
/ PELAWAN tidak memiliks Legal Standing untuk mengajukan Derden Verzet,
karena tidak ada satu buktipun vang menunjukkan bahwa TERMOHON BANDING
| PELAWAN memiliki Sertifikat Hak Atas tanah dengan nama TERMOHON
BANDING ! PELAWAN sebagai pemegang hak atas obvek senghketa,

2.) Apakah benar telah terjadi peralihan hak vang sah di muka hukum atas obyek
sengketa dari TURUT TERBANDING I /TURUT TERLAWAN 1 kepada

TERMOHON BANDING / PELAWAN?

Dasar Hukum ' batu uji yang scpatutnya digunakan terkait hal im adalah PP No. 24
tahun 1997 tentang Pendaftarun Tanah dun PP No. 37 wahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/
PULI = XIX/ 2021.

Apabila PP No. 24 wahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah dan PP No. 37 tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akia Tanah, dan Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 12/ PUU = XIX 2021 vang digunakan sebagai dasar hukum / batu uji,
maka akan didapati hahwa tidak permah terjadi Peralthan Hak atas tanah vang sah di
muka hukum antara TURUT TERBANDING [ /TURUT TERLAWAN [ dengan
TERMOHON BANDING / PELAWAN atas obyek sengketa.

3.) Apakah TERMOHON BANDING / PELAWAN memenuhi kriteria pembeli

yang beritikad baik di muka hukum?
Dasar Hukum 7 batu uji vang sepatutnya digunakan terkait hal ini adalah Rumusan

Kamar Perdata Angka 4, SEMA No. 4 tahun 2016.
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Apabila Rumusan Kamar Perdata Angka 4, SEMA No. 4 tahun 2016 yang digunakan
sehagal dasar hukum / ba wji, maka akan didapati bahwa TERMOHON
BANDING / PELAWAN tidak memenuhi kriteria sebagai pembeli vang beritikad
baik.

2. Bahwa PEMOHON BANDING / TERLAWAN sanpat berkeberatan atas keseluruhan
pertimbangan - pertimbangan hukum, oleh karena

1) Judex Facne tduk mempertimbangkan bukti - bukti kunci yang diajukan olch
PEMOHON BANDING / TERLAWAN yang sesungguhnya dapat membuat terang
dan jelas perkara aguo:

2.) Judex Factie alai dan / atau salah dalam menilal suatu alat bukii: (sebagai contoh
mempersamakan Akta Notaris dengan Akta PPAT, padahal keduanya memiliki
kedudukan dan kekuatan hukum yang berbeda dalam konteks peralihan hak atas
tanah.)

3.) Judex Factie kerap kali mencrapkan aturan hukum vang tidak relevan dan tidak
sesuan konteksnya atas suatu isu / permasalahan yang sedang diugi;

4.) Judex Factie udak mempertimbanghan / menuliskan secara lengkap dalam putusan,
keterangan — keterangan saksi fakta maupun ahli yang diajukan oleh PEMOHON
BANDING / TERLAWAN.

3. Bahwa PEMOHON BANDING / TERLAWAN adalah pihak yang memiliki SHGB NO,
30 atas obyek sengketa dengan nama PEMOHON BANDING / TERLAWAN sebagai
pemegang haknya, sena telah dikuatkan dengan Putusan Peninjavan Kembali Ke -2 No,
709/ PK/ Pdv 2020, sudah sepatmnya untuk diberikan perlindungan hukum sebapai
pemegang hak atas twnah yang sah, yang wajib dilindungi dari tangan — tangan jahat mafia
tanah vang selalu mencoba mengganggu kepemilikan PEMOHON BANDING /
TERLAWAN atas obyck sengketa sejak 1ahun 1993 hingga saot i,

4, Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factiec TIDAK MEMPERTIMBANGKAN sama
sekali bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanab vang diterhitkan secara resmi oleh
Kantor Penanahan Surabaya | vang telah digjukan sebagar bukti T -3 oleh PEMOHON
BANDING/TERLAWAN padahal bukti tersebut merupakan buktl vang menentukan
dalam menguji dan mengadili perkara aquo karena dari bukt tersebut sudah nyata secara
jelas dan tegas stapa yang terdaftar atau tercatat sebagai pemegang hak atas obyek sengketa
sebelum maupun pada saat berlangsungnya persidangan perkara ini, sebagaimana dapat
diuraikan berikut 1ni
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanashan Kota Surabaya I, No Berkas ;
21807 7 2022, NTPN = 820220420834080 200042022 16.42.35, tanggal 20 April 2022,
yang pada pokoknya Kantor Penanahan Kota Surabaya | (BPN/ Kementrian ATR)
mencrangkan hahwa
"1. Sehidung tanah terletak di
Alamat ASEMROWO
Letak tASEMROWO, Kecamatan ASEMROWO

NIB S 12012701.06120




Pemetaan : Bidang tanah ini sudah dipetakan
Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanah tersebut
dinyatakan sudah diterbitkan sertipikat pada KANTOR PERTANAHAN KOTA
SURABAYA|
Atas nama : PT CINDERELLA VILA INDONESIA
Sertipikat : Hak Guna Bangunan 12012701300030 Kelurahan ASEMROWO
Luas : 25590 m2
B
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Yang mana dari bukti T -3 di atas jelaslah bahwa tanah obyek sengkela aguo merupakan
milik PEMOINON BANDING / TERLAWAN dan tidak ada satu putusanpun yang
membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30 atas nama PT Cinderella Vila
Indonesia (PEMOHON BANDING / TERLAWAN) tersebul.

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Fuctie TIDAK MEMPERTIMBANGKAN sama
sekali bukti — bukti yang diajukan PEMOHON BANDING/ TERLAWAN, yaitu :
T — 15a, Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan SHGB No. 30 dari Polrestabes
Surabaya;
- T - 15b, Tanda Terima Permohonan Sertifikat Pengganti SHGB No. 30 dari Kantor
Pertanahan Surabaya I
- T=15¢, Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30/ Kel. Asemrowo;
- T =13d, Sertifikat Hipotik No. 125/ 1996;
Yang mana dari kesemua bukti di atas jelaslah terbukti bahwa atas obyek sengketa benar
telah terdapat alas hak yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30 atas nama PT
Cinderella Vila Indonesia (PEMOHON BANDING / TERLAWAN) tersebul.

Bahwa Pertimhangan Hukum Judex Factie TIDAK MEMPERTIMBANGKAN sama
sekali Keterangan Saksi fakta Hendrn Kusmaryanto, S.5T. Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan. Kantor Pertanahan Surabaya | yang diberikan di bawah sumpah
yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas obyek sengketa 1elah 1erbil Sentipikat Hak
Guna Bangunan atas nama PEMOHON BANDING / TERLAWAN yang dapat dibuktikan
kesesuaiannya dengan Buku Tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Surabaya .

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie TIDAK MEMPERTIMBANGKAN sama
sekali bukt T — 2 yaiu Puwsan Pengadilan Tawa Usaha Negara Surabaya No. 6/ P/ FPY
2020/ PTUN.Shy, tertanggal | Juli 2020 vang dari putusan tersebut nyata jelas pada tahun
2020 TURUT TERMOHON BANDING 1/ TURUT TERLAWAN I menyatakan dirinya
adalah pemilik obyck senghketa, yang mana hal ini bertentangan dengan dalil TERMOHON
BANDING / PELAWAN dan TURUT TERMOHON BANDING 1 / TURUT
TERLAWAN I yang dalam perkara aquo mengaku pada tahun 2017 obyek sengketa sudah
beralih kepemilikannya kepada TERMOHON BANDING / PELAWAN,

Bahwa Judex Factie telah salah dalam menilai alat bukti yang digjukan TERMOHON
BANDING / PELAWAN khususnya Bukt P - 05 (Akta Perjanjian Pengalihan Hak No.
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37, tangpad O November 2017 dibuat &i hadapan Fdhi Susanto, S.11, ML, Notaris di Kota
Surabaya), oleh Karenn

)y ARt Pergngian Pengalihan Hak Noo 37 tersebut hanyalah Akta Notaris. BUKAN
AKTA PPAT;

2) Pembuatian Akta Perpunginn Pengalihion Hak No. 37 dilakukan oleh )dhi Susanto dalam
heduduhannya sehagn Notans, bukan dalam kedodukannyn schagai Pejubat
Pembunt Akta Tanah (PPAT)

1) Obvek vang dipermpkan dalam Akt Penjunpun: Pengaliban Hak No. 37 ersebut
adalah Petok 1), seoventari di atas tamah teesebut telah terdapat Sertifikat Hak Guna
Bungunan No. 30 atas nama P Cindercha Vila Indonesin (PFMONON BANDING /
FERTAWAN)

d.) Akta Perpanan Pengalihan Huk Noo 37 tersebut hanya mengtkat pihak yang
menandatmpant don ndak mengakat obyvek senghems yang mempanym alas hak
Sertfikat Hak Coma Bangunan Noo W0 atas nama ') Cinderella Yila Indonesin
(PEMOTTON BANDING © TERLAWAN),

S TURUT TERBANDING U LURUT HEREAWAN [ dan TERMOUHON BANDING /
PELAWAN telah mengetabun hahwi obyek jusd beli dalam keaduan sengketa, yang
terbukt dengan adanya Bermta Acara § hsekust Somor 30 FKS2006/PN Shy o,
Nomor P PDCGS 20067 PN Shy . vang dijadikan obyek dadam perjaniion tersebut,

Bahwa Pertimbangun Hukum Judex Factie yong mempertiimbangkan petitum: angka 2
(Jua) TERMOBON BANDINGIYY AWAN sebagamumi wenuang dadiam periimbangan
bk amns o dan Dadanman 47 cempat pulih tguh) parage teeakbie sampan dengan halaman
S3 (B puduhy tiga) paragral ke — 2 (dui), yang pada pokokoyi menyatikan,

bahwi kepemiliban obyeh sengheta telah beralih darn TURTTT TERBANDING V TTHRUT
TEREAWAN I hepada TERMOBION BANDING 7 PEFAWAN dengan dasar adianya
Akta Notars Pergangian Pengalihan Hak Noo 37 tanggal 9 November 2007 yung dibugt
dihadapan Notars Fdhi Susanto dan adanya pengakuan THRUT TERBANDING I/
TURLIT TERLAWAN 1 yang menibenarkan adany a perahihian hak,

merupakan pertimbangan hukum vang kelira dan tidak berdasar atas hukum oleh karena :

1.} Akt Pengaliban Hak Noo 37 vang diagukan sehagan buko 8 05 oleh TERMOTON
BANDING / PEEAWAN merupakan Akt Notans dan bukan Akta PPAT,

2.) Akt Pengalilin Hak No. 37 tidak pernah didaftarksn pada Kamor Pertanahan
setempat sebagaimana disyarathan dilam Pasal 39 avat (1) hurat w dan (L Pasal 40 PP
Noo 24 talwn 1997 ot Pendattaran Lanaly seeta Pasal 2 PP No. 37 tahun 1998
tentang Perturan Jabatan Pejabat Pembua Ak Tanah.

3.0 Akt Pengaliban Vb ndak dikenal datam sistens pendaftarn vanah di Indonesia yung
e Tl oo telaly dijelaskan ol Ahl © Pakar Hakom Agrang Bambang i Suryo
Binantoro, S2L, NS vang telal menegashan balowa syarat Peradihan Tak Atas Tanuh
adulah Akta Jual Bedi dan Pejobat Pembuamt Akt Vanah (PPAT) dim didahrkon



10.

4.) Pertimbangan Judex Factie vang temyvata bertentangan dengan kaidah hukum yang
telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/ PUU = XIX/ 2021, vang
pada pokoknya menyatakan

“...demi memperaleh kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah,
setiap perbuatan hukum vang menyangkut peralihan atau pembebanannya

menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendafiaran pada instansi yang

berwenang vang telah

.
dlttnl“klnll-‘ L e R R L Ll

sessrenssssss KUitansi hanyalah bukti pembayaran atau transaksi, bahkan akta jual
beli yang dibuat di hadapan PPAT pun, sambungnya helum dapat dinyatakan
schagai bukti kepemilikan karema baru sebagai salah satu syvarat adanya
peralihan hak. Buku kepermilikan yang sah atas tanah adalah serufikat hak atas tanah.
karena melaln pendattaran tnah akan dapar diketahu tentang siapa pemegang hak
atas tanah. kapan diperalthkan hak atas tanah tersebut. dan siapa pemegang hak yang
baru, termasuk juga jika tanah tersebut dibebant hak tangpungan™

5.) Perimhangan Hukum Judexr Factie nvala - nyvata benentangan dengan pembatasan
vang telah diatur oleh Mahkamah Agung secara tegas dan jelas terkan syarat
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) dalam SEMA No. 7 tahun 2012 Jo. SEMA
No. 3 tahun 2018, vang pada pokoknya mengatur bahwa Derden Verzet atas sengketa
tanah. hanva dapat diajukan berdasarkan Pasal 195 avat (6) Jo. Pasal 208 HIR,
karena alusan “Kepemilikan™ (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha,
Hak Pakai dan Hak Cadan Tanah)

6.) Pengakuan TURL T TERMOHON BANDING | 7 TURUT TERLAWAN | vang
menyatakan hahwa pada tahun 2017 kepemilikan obyck sengketa telah beralih, tidak
memiliki nilar karena bertentangan dengan Putusan Perkara No. & P/ FP/ 2020/
PTUN.Shy, tertanggal 1 Juh 2020 dimana dalam perkara tersebut TURUT
TERMOHON BANDING | TURUT TERLAWAN | pada tahun 2020 masih
menyatakan dinnya schagai pemilik yvang sah atas obvek sengketa.

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie yang mempertimbangkan petitum angka 3
(uga) TERMOHON BANDINGPELAWAN sehagaimana tertuang dalam pertimbangan
hukumnya dan haluman 53 (lima puluh tga) paragrat ke - 3 (nga) sampai dengan halaman
55 (lima puluh lima) paragrafl ke - 2 (dua). yang pada pokoknya menyatakan;

bahwa TERMOHON BANDING | PELAWAN sebagai pembeli vang beritikad baik

Kelurahan Asemrowo,

merupakan pertimbangan hukum vang keliru dan tidak berdasar atas hukum oleh karena :
1.) Pertimbangan Hukum Judex Factie bertentangan dengan kriteria pembeli yang
beritikud baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No, 4 tahun 2006 vang
mensyaratkan pembelian tunah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) dan prosesnya dilakukan sesuan ketentuan Peraturan Pemerintah

No. 24 tahun 1997, Karcna Jual - Beh antara TERMOHON BANDING !
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PELAWAN dan TURUT TERBANDING I TURUT TERLAWAN I dituangkan

dalam Ak Notans (Buku P- 05 Akta Pengalihan Hak No. 37), BUKAN AKTA
PPAT dan dilakukan oleh Edh Susanto dalam kedudukannya schagar Notans,
bukan dalam kedudukannya sehagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
terlebih lagi proses Jual - Beli antara TERMOHON BANDING ' PELAWAN dan
TURUT TERBANDING |~ TURUT TERLAWAN [ terschut TIDAK
DIDAFTARKAN di Kantor Pertanahan Surabaya 1| sehagaimana
disyaratkan dalam Pasal 39 avat (1) hursf 2 dan f, Pasal 40 PP No. 24 tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 2 PP No. 37 tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akts Tanah)

2.) Pertimbangan Hukum Judex Factie nyata - nyata bertentangan dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2016 dimana pembeli wajib melakukan
kehati — hatran dengan menchitr hal - hal berkantan dengan obyek tanah yang
diperianyikan  dimana terhadap tanah vang bersertifikat telah memperoleh
Keterangan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan nwayat hubungan hukum
antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat dan oleh karena obyck sengketa
dalam perkara aquo adalah tanah vang sudah berseruifikat, maka Surat Keterangan
dan Kelurahan saja tdak memenuhi svarat untuk dapat dikatakan telah melakukan
kehau - hatan. TERMOHON BANDING ° PELAWAN baru dapat dikatakan
pembeli yang berikad hak apabila telah memperoleh keterangan dari BPN
(Kantor Pertanahan Surabay a 1), sedangkan dalam perkara aquo, ketika melukukan
Ikatan Jual Beh atau pengalihan hak atas obvek sengketa. TERMOHON
BANDING © PELAWAN ndak terlebih dahulu mendapatkan keterangan dari
Kantor Pertanahun Surabayva |

3.) Akta Perjanjian Pengalihan Hak No. 37 tersebut hanya mengikat pithak vang
menandatangan: dan tdak mengikat obyek sengketa vang mempunyai alas hak /
bukti kepenulikan Sernfikat Hak Guna Bangunan No 30 atas nama PT Cinderella
Vila Indonesia (PEMOHON BANDING @ TERLAWAN) dan bukan Petok D
sebagaimana vang dipenanpan dalam Akta Penanpan Pengalihan Hak No 37
tersebut. lebih — lebth lagr alas hak  bukn kepermlikan Serufikat Hak Guna
Bangunan No. 30 atas nama PT Cinderella Vila Indonesia (PEMOHON
BANDING / TERLAWAN) udak pemnah dibatalkan

11. Bahwa Penimbangan Hukum Judex Factie vang mempertimbangkan petitum angka 4
(empat)  TERMOHON  BANDINGPELAWAN  schagaimana  tertuang  dalam
pertimbangan hukumnya pada halaman 55 (lima puluh lima) paragraf ke — 3 (tiga). yang
pada pokoknya menyatakan;

hahwa Akta Notaris Perjanjian Pengalihan Hak No. 37 tanggal 9 November 2017 yang

CTURLU T TERLAWAN 1 telah membayar lunas dan obyek sengheta telah dikuasai oleh
TERMOHON BANDING | PELAWAN,

merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar atas hukum oleh karena :
9




1.) Akta Perjanjian Pengalihan Hak No. 37 merupakan Akta Notaris dan bukan Akta
PPAT dan juga tidak didafiarkan pada Kantor Pertanahan Surabaya I, schingga
apabila maksud dan tyjuan akia tersebut adalah untuk mengalihkan kepemilikan
obyek sengketa dan TURUT TERBANDING 1/ TURUT TERLAWAN [ kepada
TERMOHON BANDING © PELAWAN. maka akia terscbut tidak sah dan
mengandung kecacatan di mata hukum karena tidak memenuhi syarat formil yang
diatur dalam PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP No. 37 tahun
1998 tentang Peraturan Jahatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

2.) Pertimbangan bahwa PELAWAN telsh membayar lunas kepada TURUT
TERBANDING | - TURI'T TERLAWAN [ dan obvek sengketa telah dalam
penguasaan 1FRMOHON BANDING ' PELAWAN sama sekali udak relevan dan
kontekstual untuk menentukan keabsahan suatu perjanjian, vang mana seharusnya
Judex Facuie mendasarkannya pada suatu ketentuan vang diatur dalam peraturan
perundang - undangan.

12, Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie yang mempertimbangkan petitum angka 5
(lima) TERMOHON BANDING PEL AWAN sebagaimana tertuang dalam pertimbangan
hukumnya dan halaman 55 (hma puluh hma) paragral ke - 4 (empat) sampar dengan
halaman 58 (lima puluh delapan) paragraf ke - 3 (iga). yang pada pokoknya menyatakan;

bahwa TERMOHON BANDING / PELAWAN adalah pemilik yvang sah atas obyek

sengketa karena dalam perssdangan perkara aguo, PEMOHON BANDING ' TERLAWAN

Yunsprusenst Putusan MA Rl No 251 K'Sip' 1958 tanggal 26 Desember 1958, Putusan
MA Rl No_ 52 KSip 1975 tanggal 23 Scptember 1973 dan Putusan MA RI No. 242
K/Sip/1958 tanpgal 5 November 1958,

merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar atas hukum oleh karena:

1.) PEMOHON BANDING / TERLAWAN jelas - jelas mengajukan bukti — bukti
kepenulikan atas wnah |

T =3 . Surat Keterangan Pendaftaran Tunah dan Kantor Pertanshan Surabaya

| atas SHGB No. 30 aas nama PEMOHON BANDING / TERLAWAN yang

terletak di J1. Tanjungsan No. 73 = 75, Surabaya ;

T - 15a, Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan SHGB No. 30 dan

Polrestabes Surabaya tertanggal 22 Mei 2023

T - 15b, Tanda Terima Permohonan Sertifikat Pengganti SHGB No. 30 dan

Kantor Perfanahan Surabava |

= T =15¢, Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30 / Kel. Asemrowo atas
nama PEMOHON BANDING / TERLAWAN yang terletak di JI. Tanjungsari
No. 73 = 75, Surabaya;

- T =15d, Sertifikat Hipotik No. 125/ 1996 dari bank UOB, tertanggal 16 Mei
2001,

Yang seluruhnya bersesuaian dengan Keterangan di bawah sumpah saksi

fakta Hendri Kusmuryanto, S.ST, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
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13.

14.

Perkara Pertanahan, Kantor Pertanshan Surabaya 1. vang pada pokoknya
menyatahan bahwa atas oby ek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan
alas nama PEMOHON BANDING © TERLAWAN vang dapat dibuktikan
Kesesuaannya dengan Buku Tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan
Surabava 1. schingga dan alat - alat bukti tersebut sesungguhnya sudah menjadi
terang dan jelas data fish dan y uridis tanah oby ek sengheta

2.) Yurisprudensi — yunsprudensi tentang knteria pembelt beritkad baik yang
dijadikan acuan oleh Judex Factie merupakan vunsprudensi vang lahir sebelum
adanya pengaturan penyeragaman keitenia pembeli yang bentikad baik oleh
Mahkamah Agung, melalui terbitnve SEMA No 4 tahun 2016. sehingga
yunsprudenst - vunsprudenst tersehut sudah udak relevan lagi dan penentuan
kriteria pembeli yang beritikad baik haruslah merujuk pada pembatasan
yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2016.

3.) Perimbangan hukum Judex Facue henemangan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 12/ PUU - XIX/ 2021, karena Jual - Beh tanah obsek sengketa
antara TURU T TERBANDING [ TURUT TERLAWAN [ dengan TERMOHON
BANDING / PELAWAN ndak pemah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya 1.

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie vang mempertimbangkan petitum angka 6
(enam) dan 7 (tuyuh) TERMOHON BANDING! PELAWAN sebagaimana tertuang dalam
perimbangan hukumnya dan halaman 38 (lima puluh delapan) paragraf terakhir sampai
dengan halaman 59 (lima puluh sembilan) paragraf ke - 2 (dua), vang pada pokoknya
menyatakan;

bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyvatakan dialihkan haknya dan penguasaannya
kepada TERMOHON BANDING' PELAWAN dan  TERMOHON BANDING/
PELAWAN telah dinvatakan schagat pemubik vang sah schagmmana pertimbangan
petitum angka 3 (lima), maka terhadap petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) beralasan
untuk dikabulkan,

merupakan pertimbangan hukum yang keliry dan tudak berdasar atas hukum oleh karena
Jual = Beli / Penanpan Pengalihan Hak antara TURDT TERLAWAN [ dengan
TERMOHON BANDING PELAWAN udak pemah didaftarkan ke Kantor Pertanahan
Kota Surabaya 1, schingga ndak sah i mata hukum, karena udak memenuhi ketentuan
yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Foctic vang mempertimbangkan petitum angka 8
(delapan) TERMOHON BANDING' PELAWAN  schagamana  tertuang  dalam
pertimbangan hukumny a dan halaman 59 (lima pulubh sembilan) paragral terakhir sampai
dengan halaman 60 (enam puluh) paragraf pertama, yang pada pokoknya menyatakan;

I



15

16.

bahwa beralasan hukum baik PEMOHON BANDING / TERLAWAN maupun PARA
TURUT TERBANDING / PARA TURUT TERLAWAN patut dihukum supaya patuh dan
tunduk terhadap isi putusan dalam perkara perlawanan ini,

merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan ndak berdasar atas hukum oleh karena
Jual - Beh / Penanpan Pengalihan Hak antara TURUT TERBANDING 1/ TURUT
TERLAWAN [ dengan TERMOHON BANDING PELAWAN udak permah didaftarkan
ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. schingga tidak sah di mata hukum, karena tidak
memenuhi ketentuan yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 1emang Pendafaran Tanah.

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie yang memperumbangkan petitum angka 9
(delapan) TERMOHNON BANDING' PELAWAN  schagmmana ftertuang  dalam
perimbangan hukumnya pada halaman 60 (enam puluh) paragraf ke - 2 (dua) dan ke -3
(tiga), vang pada pokoknya menyatakan;

Verzet, Banding maupun Kasasi karena Gugatan Bantahan TERMOHON BANDING/
PELAWAN didasarkan adanya akta autentik schagaimana bukti — buku sural yaiw P - |
sampai dengan P - 20,

merupakan pertimbangan hukum yvang keliru dan tidak berdasar atas hukum oleh karena
Jual - Beli / Perjunpan Pengalihan Hak antara TURUT TERBANDING 1/ TURUT
TERLAWAN I dengan TERMOHON BANDING' PELAWAN tidak pernah didaftarkan
ke Kantor Pertanahan Kota Surabayva 1, schingga tidak sah di mata hukum, Xarena tdak
memenuhi ketentuan vang distur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa apabila seluruh bukti — bukti vang digjukan oleh PEMOHON BANDING /

TERLAWAN diterima dan dipertimhangkan sccara seksama, maka akan didapati

Kesimpulan atas 3 (tiga) isu utama dalam memutus perkara i

1.1 Apakah TERMOHON BANDING / PELAWAN memiliki Legal Standing yang

dipersyaratkan oleh hukum sebagai dasar dalam melakukan Perlawan Pihak
Ke =3 (Derden Verzer)?
Apabila SEMA No. 7 ahun 2012 Jo. SEMA No. 3 tahun 2018 yang digunakan
sebagai dasar Hukum / batu uji. maka akan didapati hahwa TERMOHON BANDING
! PELAWAN tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Derden Verzet,
karena tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa TERMONON BANDING
! PELAWAN memiliki Serufikat Hak Atas tanah dengan nama TERMOHON
BANDING / PELAWAN schagai pemegang hak atas obyek sengketa,

2.) Apakah henar telah terjadi peralihan hak yang sah di muka hukum atas obyek
sengketa dari TURUT TERBANDING 1 /TURUT TERLAWAN 1 kepada
TERMOHON BANDING / PELAWAN?

Apabila PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP No. 37 tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akt Tanah, dan Putusan Mahkamah

o
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Konstitusi No. 12/ PUU - XIX/ 2021 yang digunakan sebagai dasar hukum / batu uji,
maka akan didapati bahwa tidak pernah 1erjadi Peralihan Hak atas tanah yang sah di
muka hukum antara TURUT TERBANDING | TURUT TERLAWAN [ dengan
TERMOHON BANDING / PELAWAN atas obvek sengketa.

3.) Apakah TERMOHON BANDING / PELAWAN memenuhi kriteria pembeli
yang beritikad baik di muka hukum?
Apabila Rumusan Kamar Perdata Angka 4. SEMA No. 4 whun 2016 yang digunakan
schagar dasar hukum * baw uji, maka akan didapau bahwa TERMOHON
BANDING / PELAWAN tidak memenuhi kntena sebagar pembeli yang bentkad
bk

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka PEMOHON BANDING /
TERLAWAN mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk berkenan menjatuhkan
Putusan :

MENGADILI
I Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING / TERLAWAN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negen Surabaya No. 19PduBth/2023/PN.Shy .,
tanggal 27 Juli 2023 vang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI
1. Menvatakan menolak Perlawanan TERMOHON BANDING / PELAWAN untuk
seluruhnva

2. Menvatakan bahwa TERMOHON BANDING / PELAWAN adalah TERMOHON
BANDING ' PELAWAN vang tidak benar;
3. Membebankan biaya yang tmbul dalam perkara ini kepada TERMOHON BANDING
/ PELAWAN.
ATAU

Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil — adilnya.
Atas Perhanian diucapkan terima kasih.

e

Hormat kami, __.f_;';“_,";-;:}

- pl L
e "

Dr. W SH. MH.

Mal HEW'NALM SH. MH.

RISKA YOURINA, SH. MH.
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